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YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN INDONESIA WIDYAGAMA MALANG

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MALANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

JI. Borobudur No. 35 Malang 65128 ; Telp, (0341) 492282 Fax (0341) 496919
Websitea :hlr:p:f;w.n.f.rw.w'ldyagarna-ac.r:.,‘; e-mail : Ippm@widyagama.ac.id

KONTRAK
TUAN OPERASIONAL PERG

- i

PELAKSANAAN PROGRAM BAN

URUAN TINGGI

i PROGRAM PENELITIAN BARU

2 TAHUN ANGGARAN 2026

fg ANTARA
1: REKTOR UNIVERSITAS WIDYA GAMA 1
; DENGAN

KETUA PELA KSANA PENE LITIAN

NOMOR: 007/Kontra K/PFR/PTS, 030.7/PL-BAR U/IV/2026

anggal Tiga Belas bulan April tahun dua riby dua puluh enam |
bertandatangan dj bawah ini:

Pada hari ini Senin 1

ami yang

1.

Prof. Dr. Ir. Fachrudin, ST MET Ketua LPPM Universitas Wi
dalam hal ini pe

rtindak untuk da
Rektor Universitas Widya Gama yang
berkedudukan di Jj. Borobudur No, 35
Malang, berdasarkan Kontrak Pelaksanaan
Program Bantyan Uperasiona] Perguryan
Tinggi Negeri Program Peneljtjan Baru
lahun  Anggaran 2026 dari Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains. dan
Teknologi Nomor: ﬂl#f’LL?f'D'I'-ﬂi,[JU;’PLh
BARU/2026 tanggal 13 April 2026 untuk
selanjutnya disebut PIHAK KESATLI:

dya Gama.
N atas namax

5 T.. M.T ' * “ak » leknik Universitas Widva

wuwandono, S.T., M.T. : Dosen Fakultas 1&'lean_ Un Wid,
2 TE LUtboSuwan Gama, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua
Penelii - Tahun Anggaran 2026 untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

. KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA
: " KESATU dan PIHAK KEDUA secara
PIHAK KESAT
PIHAK.

. 1 ak Pclaksanaan Program Bantuan Opecrasional
'JHAK scpakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program B: i I tj' =
j J . b : _ _ - - WD ang sel: Inya disebu
|I,-1I|.I{;q'i. ]: r : X ]:-.r_”_.'r-lm I-j::"l'lr__’llll-:!ﬂ f_{:”—“ I-::l.h”" I.'IL]'II._'EHJ'AI'] ,_”_ﬁ _‘Illlrl‘ll:_ vk ”]_“ TI'I_
uan Tinggl Progre . :
‘erguruan » : b berikut.
Perg L dengan ketentuan dan syarat ELhdgﬂi
K.ontrak, .
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PASAL 1
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kontrak in; me

S o aran 2012
liputi pelaksanaan penelitian baru tahun anggaran 2026
sebanyak 9 (Sembilan) judul penelitian,

(1)
(2) Daflar judul penelitian, n
besarnya biaya masing
merupakan bagian tid

ama pelaksana penelitian, skema.
masing judul penelitian tercant
ak terpisahkan dari Kontrak ini.
(3) Ruang lingkup yang dimaksud pada ayat (1) dan

Program Bantuan Operasional P
Anggaran 2026 antara

Jangka waktu penelitian. dan
um dalam Lampiran yang

(2) bersumber pada Kontrak Pelaksanaan
creuruan linggi Negeri Program Penelitian Baru Tahun
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dengan
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan
Pengembangan Kementerian  Pendidikan Tinggi, Sains, dan

I'eknologi  nomor
286/C3/DT.05.00/PL-BARI /2026 tanggal 13 April 2026.

PASAL 2
SUMBER DANA
Pclaksanaan atas kontrak inj dibecbankan pada Dafiar [sian Pc
Jenderal Riset dan Pengembangan, Ke
Tahun Anggaran 2026,

laksanaan A;

1ggaran Dircktorat
menterian Pendidikan Tin

ggl, Sains, dan leknologi

PASAL 3
NILAI KONTRAK

PIHAK KESATU memberikan pendanaan

dengan nilai Kontrak sebe
(Seratus tiga pu

luh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PII
Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
pelaksanaan program penelitian baru tahun 2026
Pencairan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada avat (1) d;
Lembaga Universitas Widyagama Malang dalam
transfer ke rekening PIHAK KEDUA:

Nama : PURBO SUWANDONO

Nomor Rekening :017201110000503

Nama Bank - BRI :
PIHAK KESATU ndak bertanggung jawab atas J-c::tcri:u?h;_u;.fn dan/atau tid
sejumlah dana, yang diHl:,!"liil'll-.Lll'i'- “.r:].] ksl;s.alulmn Eflfl;\h KEDUA d
.i"'ﬁ;rm.-n:i detail rekening PIHAK KEDUA sebagaiman

sar HpHH.JUU.ﬂUU,—
AK KEDUA.

(1) digunakan untyk pembiayaan

lakukan melalui Reke

ning
hal ini bagian Ke

uangan dengan carg

ak lerbayarnyg
alam mepy ampaikan
4 Yang dimaksud pady ayat (3).

PASAL 4

TAHAPAN DAN SYARAT PENCATRAN

. trink  sebagmimana dimaksud dalam Pasgl 3 yYar (1) dicairk
Nilal L::I.1 I|..p-|g|:|;| PINAK KEDUA  secarg hL‘P[HlI:’I"I melolyg Re
KIESA [.I 5 .1%;"':"11!“””"”FI Muolang dalam hal inj STTOHTT H-_'u.m;n_,m ke rekenine
| I”ilkT':":r‘ilu:ulule-mulv..lm'-mu transler yuitu =
K11

an nleh I \K
F»L'IHHIE' |

CMbapy

PIHAK

- -."#'_'.
A A R N A it g
# L © # - ]



- a ratils emn: luh ribu
. tahap kesatu sebesar Rp104.240.000,- (Seratus empat juta dua ratus empat pu

rupiah) dan:
b. tahap kedua sebesar R

p26.060.000,- (Dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah).
Pencair

an tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan di”ﬁ”-]\:‘”_}
setelah PIHAK KEDUA di bawah koordinasi PIHAK KESATU, mengunggah revisi
proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman
yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicairkan

setelah tanggal 23 Oktober 2026, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang
ditentukan oleh PIHAK KESATU.

Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah
PIHAK KEDUA mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling
lambat tanggal 30 Oktober 2026

PIHAK KESATU mewajibkan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan bukti telah
menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB): dan

b. Laporan akhir pelaksanaan penelitian.

pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU

paling lambat tanggal 16 Desember
2026.

Pasal 4 ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan
Pengabdian kepada Masyarakat.

Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud
setelah tanggal 6 Desember 2026, maka Surat
(SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (minggu) lalui laman
yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

ahunan Direktorat Penelitian dan

pada ayat (1) huruf b dicairkan
Pernyataan Tanggung Jawab

Belanja
setelah dana diterima me

PASAL 5
JANGKA WAKTU KONTRAK

Kontrak ini berlaku sejak tanggal 13 April 2026 sampai de
2026. |

Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PAR A PIH
dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpis:

ngan tanggal 16 Desember

AK yang dituangkan
th dari Kontrak inj.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil
KEDUA sebagai berikut: -
4 menerima catatan harian penelitian,

ungeahan dari PIHAK

b. menerima laporan kemajuan penelitian,

| rima laporan akhi tahun atou laporan akhir pelaksan
mene il -

aelakukan pemantauan dan evalunst; dan

I i

e penelition:
hets

d.
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s dana penelitian

¢. menerima Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SP1B) at
yang telah ditetapkan: e
(Z) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESA -
(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban: o]
4. menyalurkan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA di bawah koordinas
LLDIKTI Wilayah VII: |
b. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian antara Pimpinan Perguruan ]Iim‘“‘_‘.:
atau Pimpinan Unit Perguruan Tinggi yang mengelola penclitian dengan Hias
KEDUA yang paling sedikit memuat:
I. nama pelaksana:

2. judul penelitian: :
3. ruang lingkup penelitian:
4. sumber dana penelitian:

nilai kontrak penelitian:

6. tata cara dan tahapan pembayaran;

7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;

8. hak dan kewajiban para pihak;

9. batas akhir pelaporan:

10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;

I 1. luaran penelitian;
] 3

WL ]

serah terima luaran penelitian; ;
| 3. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan A ST
| 4. sanksi:

c. bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan Kontrak ini yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

d. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh LLDIKTI Wilayah VII atas
dokumen sebagai berikut: i

l. revisi proposal penelitian,

2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian:
3. catatan harian pelaksanaan penelitian:

4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,

5.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah
ditetapkan;

6. laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan

7. luaran penelitian.

e. PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian
kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah PIHAK KEDUA mengungpgah
laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh LLDIKT]
Wilayah VII.

f. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan penelitiz
terdapat sisa dana serta melaporkan kepada LLDIKT] Wilayah VII. e

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana sesyai deng
yang telah disetujui; -

b melakukan beberapa hal terkait dengan dokumen yang harus diy
telah ditentukan oleh LLDIK'TI Wilayah VII sebagai be

4n proposal kegiatan

nggah di laman v:
rikut; e
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TEVISI proposal penelitian:

2. surat pernyataan Kesanggupan pelaksanaan penelitian:

3. catatan harian pelaksanaan penelitian:

4. I-'_t['!'l!l;ii'l kt_'l'l'h.lel..lJ'l IWL‘ltthL1IhlJr‘| penelitian;

5. Surat Pernyataan 1 anggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah
ditetapkan:

0. laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan

/. luaran penelitian.

melakukan koordinasi dengan PTHAK KESATU apabila dalam pelaksanaan penelitian
terdapat sisa dana serta me aporkan kepada LLDIKTI Wilayah VII.

PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(I) PIHAK KEDUA menyatakan bahwa saat ini tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi

etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan
melakukan pelanggaran integritas akademik. kode etik. atau peraturan perundang-
undangan;

(2) Semua data dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah
benar dan sah;

(3) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak inj
dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya di luar kegiatan, sehingpa olel;
karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul di luar Kontrak ini
merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa rm:nghil:mgkﬂn
kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak inij.

(4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan dengan dilandasi iktikad baik. sehingga oleh Karenanya
PIHAK KESATU dengan ini melepaskan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakal Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tingpi.
Sains, dan Teknologi dan LLDIKTI Wilayah VII dari seluruh tanggung jawab hukum }fa;lg
timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dj

buat
oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 8
PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENELITIAN

(1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pclaksana penclitian dar; PIH
tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri. maka PIHAK KEDUA
wajib menunjuk pengganti. PIHAK KESATU mengirimkan surat permohonan perub
kepada Direktorat Penelitian dan Fengqbdiﬂn kepada Masyarakat Direktorat Jenderal
dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

(2) Perubahan dapat dilakukan setelah .n.-n':ndupul Persetujuan Direktorat
Pengabdian  kepada hfiu:-;}-'ur;?l-;ul | Direktorat  Jenderal
Kementerian Pendidikan Tinggi. Sains, dan Teknologi,

AK KEDUA karena

ahan
Riset

Penelitian dan

Riset  dan I’ungumh;mgnn
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erdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesual dengan s

Ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana
dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 9

PAJAK
Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi penerima dana
penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 10
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kckayaan Intclcktual yang dihasilkan dari pclaksanaan penclitian berdasarkan
Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak Kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh perguruan
tinggi PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
PIHAK KESATU wajib memastikan perguruan tinggi membuat perjanjian lain dengan
pihak-pihak terkait dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan kekayaan intelektual
yang dihasilkan dan kegiatan yang memiliki nilai ekonomis dan strategis, terutama di
bidang Kesehatan. Pertahanan dan Keamanan Negara, dengan persetujuan tertulis dari
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan
Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TI'eknologi.

PASAL 11
LUARAN DAN PUBLIKASI

Sctiap publikasi, makalah, dan/atau ckspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan
hasil penelitian wajib mencantumkan LLDIKTI Wilayah VII sebagi pemberi dana dan
PIHAK KESATU sebagai institusi pelaksana penelitian.

Pencantuman nama LLDIKTI Wilayah V1I dan PTHAK KESATU sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Jenderal Riset dan
Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

PASAL 12
INTEGRITAS AKADEMIK

PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik vyaity ko
bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai Kejujuran, kredibi
kehormatan. dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian vang dilaks
Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, d

mitmen dalam
litas, kewajaran.
anakan

d5 5eria

an profesionalit
kewaijiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

penelitian dilakukan dengan menjunjung tingei standar ketelitian dan ol
dalam semua aspek penelitian.

;1:"1- [LLI-I.“"_!IL}I.
| l i:rlil"lhh}\ Hil.]l -'.ni "r"d'“.lii-l ”"-:"'."”ILI““”IL"““II IIH.L‘""-I i”iL.L_Il.lll.l.:"'r “]".-i."-l -T“i i
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PASAL 13
LARANGAN

Sclama jangka waktu Pemberian Pendanaan schagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampal
dengan  berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh
pendanaan riset lainnya vang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpé mundupulhu1
persetujuan secara tertulis dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Humunlurmn
Pendidikan Tinggi, Sains. dan l'eknologi, kecuali dana tersebul dimaksudkan sebagal

dukungan dengan pola kemitraan.

PASAL 14
KREADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
PARA PIHAK dalam Kontrak. dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
Kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA
PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam
Kontrak Penclitian ini

(2) Penistiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (force majeure)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran.

perang, blokade. peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanva
tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata hurpengnrl’lh
terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2). maka

pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis.

selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (force
majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA

PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penclitian in;
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesailkannya secara musyawarah dan mufakat. i
Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya '

(1)

(2)

PASAL 16
SANKSI

Apabila sampal dengan batas waktu yang tclah ditetapkan untuk melaksanakan
Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Propram I’vtw!ui"m
[ahun Anggaran 2026 telah herakhir, PIHAK KEDUA tiduk "-"'-'lul\."ii.l.l'l.;.!.k;]“ kt‘\k'iiihfj

i _ - 4 papir X ¥ F - - . . . § ”
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), makn PHIAK KEDUA dikenai sanks;
, L P ¥ .
.;iLII'IIiIli"tIIiI”l

bila dikemudian DA Pasal 1 ditesiik e Prosram
na dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikas;
. sl lJui.ll'I..-'ru[“u

(1)

2) terbukti bahwa judul proposal yvang dinjuk
(2) AP ap .
penelitian sehagaima
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maka kepiat o Idak sesuai dengan kaidah ilmiah.

Cgiatan peneliti: ebut di Sl | a4

ik kegia penelifian temssin dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi
ddministratif

\J) Hc:ti’l]\:-:.i

kjujuran/itikad buruk vane

Cldl']"l'i]‘]iatraﬁi'-
Penghentian pembaya
penelitian da]

o o . i i
sEbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa

ran dan/atau PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan proposal
dm Kurun wakty 2 (dua) tahun berturut-turut.

PASAL 17
PENGEMBALIAN DANA

Pengembalian dana pada pasal 8 ayat 3 dan pasal 16 ayat 3, maka PIHAK KEDUA wajib

mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara, .Ac'i:-apun tata cara pengembalian dana

bantuan sebagai berikut:

(1) Untuk pengembalian danpa pad
sebagai pengembalian
Dire

a tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan

belanja. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Ktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan

leknologi akan menerbitkan SIMPONT sesuaj dengan besaran angka pengembalian, dana

disetor ke kas negara oleh PIHAK KEDUA dan diketahui oleh PIHAK KESATU.

2) Untuk pengembalian dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan
keuangan sebagai PNPB umum. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, dana
disetor ke kas negara oleh PIHAK KEDUA dan diketahui oleh PIHAK KESATU.

(3) Pindai bukti fisik pengembalian sebanyak | salinan dikirimkan ke alamat email Direkiorat
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan
Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan alamat:
Penelitian.dppm(@kemdiktisaintek.go.id.

PASAL 18
PENUTUP

K ontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua)
‘LI' bermaterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KESATU, untuk ti
asli bermalere D s

ap-tiap
PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

[r. Purbo Suwandono. S 7 L MT
NIDN. 0712078704




